c
1]
-
1]
c
3
g
5
m
g
13-
I
m
=
a
L=
:
1:]
=1
=
=]
g
W
1]
=
s
]
2
[
=
=
1]
1]
-
3]
13
-]
=N
™
a
-9
=
=
£
-
E
1]
==
-
]
=

kamw O

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggarar@lagi@i a
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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BAB 5

PENUTUP

1 Kesimpulan
erdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Mekanisme

laporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Haneda Sukses Mandiri maka peneliti
pat menyimpulkan sebagai berikut:

a. Dalam melakukan pencatatan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada

PT. Haneda Sukses Mandiri, karyawan PT tersebut telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi,
adanya terjadi kesalahan dalam input tranksasi penjualan sehingga
mempengaruhi PPN Keluaran pada PT. Haneda Sukses Mandiri. Oleh
karena itu karyawan melakukan perbaikan pada bagian PPN Keluarannya.
Pada perhitungan PPN terutang yang dilakukan oleh perusahaan
mengalami lebih bayar pada bulan Mei sebesar Rp 7.790.000 dan bulan
Juli sebesar Rp 1.131.433.

PT. Haneda Sukses Mandiri telah melakukan pembayaran sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku.

Dalam pelaporan SPT masa PPN selalu tepat waktu dan sudah sesuai

dengan Undang-Undang yang berlaku.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat

diambil sebagai berikut:
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a. Bagi PT. Haneda Sukses Mandiri peneliti menyarankan untuk lebih teliti
dalam meng-input data transaksi penjualan sehingga dapat mengurangi

risiko pembetulan PPN Keluaran di masa yang akan datang.

=

Peneliti juga menyarankan kepada PT. Haneda Sukses Mandiri, untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkhususnya di bagian atau
departemen Finance and Accounting sehingga masa yang akan datang
dapat meminimalisir terjadinya lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai.
Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa,
peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menambah
informasi pengetahuan yang terbaharui dan dapat menjadi referensi untuk

peneliti-penelitian selanjutnya.

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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